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ABSTRAK 

Nama  : Kenzo Ratu Azizah 

Judul  : Implementasi Kebijakan Manajemen Kinerja ASN Penyandang 

Disabilitas Di Bagian Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi 

 

Disabilitas merupakan suatu kondisi dimana seseorang memiliki keterbatasan yang 

membatasi kemampuannya dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Keberadaan 

penyandang disabilitas ini masih minim perhatian dari masyarakat karena sering 

kali dipandang sebelah mata dalam melakukan aktivitas dan juga suatu hal 

pekerjaan, Meskipun telah terdapat berbagai regulasi dan kebijakan yang 

mendukung Penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak mendapatkan 

pekerjaan, namun, masih terdapat banyak tantangan dalam implementasi 

manajemen kinerja yang efektif bagi penyandang disabilitas. Tantangan tersebut 

antara lain: Kurangnya pemahaman tentang disabilitas, Stigma dan diskriminasi, 

Kurangnya akomodasi yang wajar dan Kurangnya pelatihan. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni dengan menggunakan deskriptif 

analisis dengan mengungkapkan secara sistematis berbagai temuan dalam 

penelitian. tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk membuat 

deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, 

sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Proses manajemen 

kinerja ASN penyandang disabilitas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi sudah memiliki komitmen dan kepatuhan dalam 

pelaksanaannya. Selain itu tidak terdapat perbedaan pada manajemen kinerja baik 

pada pegawai penyandang disabilitas maupun non-disabilitas. Perencanaan kinerja 

sudah terlaksana dengan baik dan berkomitmen pada pelaksanaanya. Pelaksanaan, 

Pemantauan, dan Pembinaan Kinerja sudah terlaksana dengan baik dan 

berkomitmen pada pelaksanaanya. Pada aspek ini khususnya pada target kinerja 

pegawai disabilitas dinyatakan sudah memenuhi target dan selalu memiliki 

peningkatan kinerja. Penilaian Kinerja sudah terlaksana dengan baik dan 

berkomitmen pada pelaksanaanya baik pada aspek komunikasi, sumber daya, 

disposisi dan struktur birokrasi. Tindak Lanjut sudah terlaksana dengan baik dan 

berkomitmen pada pelaksanaanya baik pada aspek komunikasi, sumber daya, 

disposisi dan struktur birokrasi. 

Kata Kunci: Implementasi kebijakan, manajemen kinerja, penyandang disabilitas 
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ABSTRACT 
 

Name  : Kenzo Ratu Azizah 

Tittle : Implementation of Performance Management Policy for Civil 

Servants with Disabilities in the Inspectorate General of the 

Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions, 

and Transmigration 

 

Disability is a condition where a person has limitations that limit their ability to 

carry out daily activities. The existence of people with disabilities still receives 

minimal attention from society because they are often underestimated in carrying 

out activities and also work. Even though there are various regulations and policies 

that support people with disabilities to get the right to get work, there are still many 

challenges in implementing performance management. effective for people with 

disabilities. These challenges include: Lack of understanding about disability, 

Stigma and discrimination, Lack of reasonable offers and Lack of training. This 

research uses a qualitative descriptive method, namely by using descriptive 

analysis by systematically revealing various systematic findings in the research. 

The aim of qualitative descriptive research is to create descriptions, systematic, 

factual and accurate descriptions of the facts, characteristics and relationships 

between collecting phenomena. The performance management process for ASNs 

with disabilities at the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions 

and Transmigration has commitment and compliance in its implementation. Apart 

from that, there is no difference in management performance for both disabled and 

non-disabled employees. Performance planning has been implemented well and is 

committed to its implementation. Implementation, Monitoring and Performance 

Development have been carried out well and are committed to its implementation. 

In this aspect, especially the performance targets for employees with disabilities, it 

is stated that they have met the targets and always have improved performance. The 

Performance Assessment has been carried out well and is committed to its 

implementation both in the aspects of communication, resources, disposition and 

bureaucratic structure. The follow-up has been carried out well and is committed 

to its implementation in terms of communication, resources, disposition and 

bureaucratic structure. 

Key Words: Policy implementation, management performance, people with 

disabilities 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sebagai negara hukum yang melindungi nilai-nilai keadaban berdasarkan 

Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

Negara Republik Indonesia senantiasa menjunjung tinggi harkat dan martabat 

manusia dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. 

Setiap warga negara mempunyai hak, kesempatan, dan kedudukan yang sama di 

hadapan hukum. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang pada 

hakikatnya bersifat manusiawi dan bersifat universal serta wajib dilindungi, 

dihormati, dan dilestarikan.  

“Hak itu sendiri merupakan unsur normatif yang menjadi pedoman 

berperilaku, melindungi kebebasan, integritas dan menjamin kesempatan 

masyarakat untuk mempertahankan harkat dan martabat kemanusiaannya” (Tim 

UIN ICCE, 2003, 199). Hak asasi manusia tidak dapat dibedakan berdasarkan 

penampilan, kulit, ras, bahkan suku atau agama. Selain itu, Pasal 28 I ayat (2) 

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa 

setiap orang bebas dari diskriminasi atas dasar apa pun dan berhak dilindungi dari 

diskriminasi tersebut. Berdasarkan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

Indonesia sudah pasti lebih berkomitmen dalam melindungi hak asasi setiap warga 

negaranya. 

Hak asasi manusia tidak dapat dibedakan berdasarkan dari segi fisik, kulit, 

ras, bahkan suku dan agama yang dianut oleh seseorang. selain itu Pada pasal 28 I 

ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah 

mengamanatkan bahwa setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat 

diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap 

perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Berdasarkan pasal tersebut maka 
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dapatdisimpulkan bahwa, Indonesia tentu memiliki komitmen lebih untuk 

menjunjung hak – hak asasi setiap warganegaranya. 

Disabilitas merupakan suatu kondisi dimana seseorang memiliki 

keterbatasan yang membatasi kemampuannya dalam melakukan aktivitas sehari-

hari. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Penyandang Disabilitas, disabilitas adalah keterbatasan fisik, mental, intelektual, 

atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan 

dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan 

efektif dalam masyarakat pada umumnya.  

Dalam survey oleh BPS penyandang disabilitas dikelompokkan menjadi 8 

jenis yakni kesulitan dalam melihat, berjalan, konsentrasi/ingatan, mendengar, 

berkomunikasi, menggunakan tangan/jari, mengurus diri sendiri, gangguan 

perilaku/emosi. Disabilitas yang paling banyak di Indonesia adalah orang dengan 

gangguan melihat yaitu sekitar 64% dari total jumlah penyandang disabilitas, 

disusul dengan orang dengan gangguan berjalan yaitu 38,3% dan konsentrasi/ 

mengingat 29,7%. Sedangkan jenis gangguan yang relatif sedikit di Indonesia yaitu 

masalah emosi atau perilaku, mengurus diri sendiri, dan meggunakan tangan/jari 

(Bappenas, 2021). 

Keberadaan penyandang disabilitas ini masih minim perhatian dari 

masyarakat karena sering kali dipandang sebelah mata dalam melakukan aktivitas 

dan juga suatu hal pekerjaan, dengan adanya kondisi keterbatasan tersebut mereka 

akan kesulitan dalam berpartisipasi dalam bermasyarakat termasuk dalam bekerja. 

Kecacatan mental atau fisik terkadang membuat banyak orang merasa kurang 

beruntung dan pesimis dalam menjalani berbagai kegiatan.  

“Disabled people are more likely to face discrimination at a young age and 

in schooling and may leave education early, compared with nondisabled 

peers (Weedon, 2017)”.  

Penyandang disabilitas lebih mungkin menghadapi diskriminasi pada usia muda 

dan saat bersekolah serta mungkin meninggalkan pendidikan lebih awal, 
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dibandingkan dengan rekan-rekan yang bukan penyandang disabilitas (Weedon, 

2017).  

Hal tersebut dinilai dapat menimbulkan kerugiaan lainnya bagi penyandang 

disabilitas yakni mendapatkan kesulitan ketika bersaing pada dunia kerja seperti 

seleksi masuk kerja serta memperoleh pengalaman kerja. 

“Research confirms that the disability itself may also hinder promotional 

chances and that PWDs employees are often the first to be laid off in times 

of recession or more likely to experience “rock bottom” (Shepherd & 

Williams, 2018) compared with nondisabled workers (Kaye, 2010).” 

Penelitian menegaskan bahwa disabilitas itu sendiri juga dapat menghambat 

peluang promosi dan penyandang disabilitas karyawan sering kali menjadi orang 

pertama yang diberhentikan pada saat resesi atau lebih mungkin mengalami “titik 

terendah” (Shepherd & Williams, 2018) dibandingkan dengan pekerja non-

disabilitas (Kaye, 2010). 

Oleh karena itu, penyandang disabilitas seringkali dipandang sebagai 

kelompok yang dirugikan dalam segala hal, karena dianggap tidak mampu 

memperoleh manfaat materi dan kehidupan sosial, seperti kemungkinan menikah, 

bekerja, berkeluarga, dan lain-lain. Permasalahan penyandang disabilitas 

merupakan permasalahan yang sangat kompleks, disabilitas menyebabkan 

gangguan gerak akibat keterbatasan fungsi organ tubuh yang tidak sempurna. 

Kekurangan tersebut dapat menghambat penyandang disabilitas dalam melakukan 

aktivitas sehari-hari. 

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai peraturan untuk 

menjamin kesetaraan kesempatan bagi penyandang disabilitas, termasuk dalam 

bidang ketenagakerjaan. Peraturan tersebut antara lain Undang-undang Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah Nomor 76 

Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dan 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelindungan 

Ketenagakerjaan bagi Penyandang Disabilitas. 
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Berbicara mengenai aksesibilitas dan kesetaraan peluang terhadap 

Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan di bidang pemerintahan 

bukanlah hal yang mudah. Namun pemerintah telah menetapkan aturan guna 

menjamin para penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan/peluang untuk 

mendapatkan pekerjaan sebagaimana tertuang pada Pasal 53 ayat (1) Undang-

Undang Penyandang Disabilitas menyebutkan ”Pemerintah, Pemerintah Daerah, 

Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan 

paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau 

pekerja” dan dalam ayat (2) pada pasal yang sama mewajibkan perusahaan swasta 

mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah 

pegawai atau pekerja. 

Salah satu instansi pemerintahan yang telah menerapkan Undang-undang 

Nomor 8 Tahun 2016 yakni Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi (KDPDTT). Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT) merupakan kementerian dalam 

Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pembangunan desa dan kawasan 

perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah 

tertinggal, dan transmigrasi. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden 

(Kemendesa, 2024). Adapun tugas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi mengacu pada Permendes No. 15 Tahun 2020 

mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan 

desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan 

pembangunan daerah tertinggal, dan transmigasi untuk membantu Presiden dalam 

menyelenggarakan pemerintahan negara (Kemendesa, 2024). 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

(KDPDTT) pun menerbitkan kebijakan untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi 

penyandang disabilitas. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
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Pelindungan Ketenagakerjaan bagi Penyandang Disabilitas. Selain itu kementerian 

desa juga fokus pada pengembangan pegawainya, hal ini tertuag pada Kepsekjen 

Nomor 180 Tahun 2022 Tentang Program Pelatihan Aparatur Sipil Negara Di 

Lingkungan Kementerian Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi. Terdapat pula 

pada Kepsekjen Nomor 76 Tahun 2023 Tentang Program Pelatihan Di Lingkungan 

Kementerian Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi.  

Berdasarkan hasil pra riset penelitian dengan melakukan wawancara 

bersama salah satu pegawai pada Bagian Kepegawaian dan Organisasi Kementerian 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT), diketahui 

bahwa Kementerian Desa telah konsisten menjalankan peraturan yang telah 

ditetapkan pemerintah untuk penyandang disabilitas. Salah satunya pada 

perencaaan pegawai di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi (KDPDTT) terhadap penyandang disabilitas telah sesuai dan 

konsisten dalam menjalankan peraturan yang ditetapkan pemerintah seperti yang 

diatur pada Pasal 53 ayat (1) UNDANG-UNDANG Penyandang Disabilitas 

mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah 

pegawai atau pekerja.  

Walaupun jumlah pegawai penyandang disabilitas di Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT) belum memenuhi 

angka 2%, hal ini disebabkan oleh beberapa alasan yakni, karena pada proses 

perencanaan pegawai SDM penyandang disabilitas tidak sesuai dengan klasifikasi 

kebutuhan pekerjaan dan hal lain yang mengugurkan calon pegawai selama proses 

perencanaan berjalan. Selain itu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT) tidak membedakan karyawan disabilitas 

untuk tetap mendapatkan kesempatan bekerja dan tidak mendapat perlakuan yang 

berbeda/khusus bagi penyandang disabilitas.  
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Tabel 1. 1 Data Pegawai Penyandang Disabilitas 

 

Sumber: diolah penulis, 2024 

Meskipun telah terdapat berbagai regulasi dan kebijakan yang mendukung 

Penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak mendapatkan pekerjaan, namun, 

masih terdapat banyak tantangan dalam implementasi manajemen kinerja yang 

efektif bagi penyandang disabilitas. Tantangan tersebut antara lain: Kurangnya 

pemahaman tentang disabilitas, stigma dan diskriminasi, kurangnya akomodasi 

yang wajar dan kurangnya pelatihan. 

Pada Undang-undang ASN nomor 20 tahun 2023 juga menjelaskan bahwa 

terdapat “asas nondiskriminatif" adalah penyelenggaraan Manajemen ASN tidak 

membedakan latar belakang suku, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, 

status pernikahan, umur, atau berkebutuhan khusus. Serta pada sistem Merit, 

meritokrasi diselenggarakan sesual dengan prinsip Yang dimaksud dengan "prinsip 

meritokrasi" adalah prinsip pengelolaan sumber daya manusia yang didasarkan 

pada kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja, serta integritas dan moralitas 

yang dilaksanakan secara adil dan wajar dengan tidak membedakan latar belakang 

suku, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, 

atau berkebutuhan khusus. 
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Manajemen kinerja yang efektif memainkan peran kunci dalam memastikan 

kesuksesan pegawai dan juga organisasi, termasuk mereka yang memiliki 

disabilitas. Pegawai disabilitas berhak mendapatkan pelatihan dan pengembangan 

karir yang sama seperti pegawai lain non- disabilitas. Mereka juga harus 

mendapatkan sikap yang menyenangkan dari semua pihak serta rekan-rekan kerja 

di instansi. Melalui pelaksanaan manajemen kinerja yang baik dan sesuai, menjadi 

keuntungan juga bagi instansi. Manajemen kinerja mampu membantu instansi 

dalam mencapai target istansi yang ingin dicapai yang berkelanjutan, meningkatan 

motivasi serta dedikasi para pegawai, pengembangan keterampilan bagi individu, 

meningkatkan kepuasan kinerja, memperbaiki kinerja tim, membangun komunikasi 

yang baik antara atasan dengan bawahan, serta memberikan kesempatan untuk 

menyampaikan aspirasi dan harapan kinerja pegawai, baik pegawai disabilitas 

maupun non- disabilitas. Namun, pada di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT) belum memiliki SOP maupun peraturan 

khusus guna mengatur manajemen kinerja ASN penyandang disabilitas di dalam 

instansi. 

Ruky (2004) mengatakan bahwa Manajemen Kinerja berkaitan dengan 

usaha, kegiatan atau program yang dilakukan oleh pimpinan organisasi untuk 

merencanakan, mengarahkan dan mengendalikan prestasi kerja karyawan. Karena 

kegiatan ini mencantumkan kata manajemen, maka seluruh kegiatan yang 

dilakukan dalam “proses manajemen” harus terjadi dimulai dengan menetapkan 

tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, kemudian tahap pembuatan rencana, 

pengorganisasian, penggerakan/pengarahan dan akhirnya evaluasi atas hasilnya.  

Pada permen PANRB nomor 6 tahun 2022 menjelaskan bahwasanya 

terdapat 4 (empat) aspek dalam pengelolaan kinerja pegawai, yakni: Perencanaan 

kinerja; Pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja; Evaluasi kinerja; Tindak 

lanjut. Dengan adanya Perme PANRB Nomor 6 tahun 2022 dapat memudahkan 

organisasi dalam mengukur kinerja pegawainya agar dapat mengetahui tingkat 

pencapaian individu pegawai dan tingkat pencapaian tujuan organisasi. Hal ini 
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melibatkan penetapan tujuan yang realistis, memberikan umpan balik yang 

konstruktif, dan memberikan dukungan yang tepat sesuai kebutuhan. 

Sejalan dengan yang telah dijelaskan diatas maka diperlukan upaya 

strategis, terencana dan memiliki kesinambungan dalam meningkatkan kinerja 

pegawai secara optimal. Dengan melakukan pendekatan manajemen kinerja, upaya 

pengelolaan kinerja dapat dilakukan dengan lebih baik. 

Melihat dari uraian di atas dapat terlihat dan seiring perjalanan waktu sejak 

terbentuknya Undang-Undang No.8 Tahun 2016 dan Undang-undang ASN nomor 

20 tahun 2023 diharapkan akan mengubah paradigma dan konsep berpikir terhadap 

penyandang disabilitas terhadap upaya penghormatan, pelindungan dan pemenuhan 

hak penyandang disabilitas. Sebagai bentuk perhatian dan menghormati keberadaan 

penyandang disabilitas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi (KDPDTT) telah memiliki kebijakan untuk meningkatkan 

kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Dari uraian diatas maka peneliti 

tertarik melakukan penelitian ini untuk mengetahui “Implentasi Kebijakan 

Manajemen Kinerja ASN Penyandang Disabilitas Di Bagian Inspektorat 

Jenderal Kementeriana Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan 

Transmigrasi”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dengan apa yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas 

peneliti memiliki rumusan masalah yakni, ingin mengetahui Bagaimana 

Implementasi Kebijakan Manajemen Kinerja ASN Penyandang Disabilitas Di 

Bagian Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

Dan Transmigrasi. 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan, mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan 

Manajemen Kinerja ASN Penyandang Disabilitas Di Bagian Inspektorat Jenderal 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi. 

D. Manfaat Penelitian 

 Tujuan penelitian di atas diharapkan dapat memberikan manfaat setelah 

penelitian ini selesai. Adapun beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat Praktis 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada 

semua pihak mengenai keberhasilan kebijakan manajemen kinerja pegawai 

penyandang disabilitas sebagai bentuk upaya mewujudkan good 

governance dalam memberikan pelayanan kepada publik khususnya bagi 

pegawai penyandang disabilitas. Serta menjadi informasi kepada setiap 

instansi yang belum memenuhi kebijakan terkait pegawai penyandang 

disabilitas. 

b. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan digunakan sebagai 

pedoman atau pembanding untuk peneliti selanjutnya. 
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